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A. [bookmark: _bookmark29]Kesimpulan
1. Pertanggungjawaban pidana bagi penjual dan pembeli fosil sebagai cagar budaya tidak bersifat mutlak, melainkan berdasarkan kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan (dolus) maupun kealpaan (culpa). Penjual dan pembeli dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila mengetahui atau patut menduga bahwa fosil yang diperjualbelikan merupakan cagar budaya yang dilindungi undang-undang, sehingga perbuatannya memenuhi unsur kesalahan. Dasar pertanggungjawaban pidana tersebut mengacu pada Pasal 102 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap cagar budaya.
2. penegakan hukum pidana terhadap praktik jual beli fosil sebagai cagar budaya di Kabupaten Bojonegoro telah memiliki dasar hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang mengatur sanksi pidana terhadap perbuatan merusak, mengambil, memindahkan, memiliki, serta memperjualbelikan cagar budaya tanpa izin. Namun, berdasarkan hasil penelitian, penerapan ketentuan pidana tersebut belum berjalan secara optimal karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya pengawasan pemerintah daerah, keterbatasan aparat penegak hukum, serta kesulitan pembuktian status fosil sebagai benda cagar budaya. Akibatnya, meskipun ancaman pidana telah diatur secara tegas, praktik jual beli fosil masih terjadi dan belum memberikan efek jera bagi para pelaku.
B. Saran
1. Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana dalam jual beli fosil sebagai cagar budaya, khususnya bahwa pertanggungjawaban pidana tidak bersifat mutlak, melainkan berdasarkan kesalahan berupa kesengajaan (dolus) maupun kealpaan (culpa). Sosialisasi mengenai ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami konsekuensi hukum dari perbuatan memperjualbelikan atau membeli fosil yang termasuk cagar budaya.
2. Pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro dan aparat penegak hukum diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana terhadap praktik jual beli fosil sebagai cagar budaya dengan memperkuat pengawasan, meningkatkan koordinasi antarinstansi, serta menambah kapasitas sumber daya manusia yang kompeten di bidang cagar budaya. Selain itu, perlu dilakukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dapat diterapkan secara optimal dan memberikan efek jera bagi pelaku
C. [bookmark: _Toc220907854][bookmark: _Toc220915062]SARAN
1. Kepolisian dan Dinas Kebudayaan harus menciptakan prosedur pelaporan yang aman dan transparan, sehingga masyarakat yang terlanjur terlibat da- lam transaksi merasa terlindungi untuk menyerahkan fosil tersebut kembali kepada negara tanpa rasa takut akan langsung dipidana jika menunjukkan itikad baik
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2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bojonegoro perlu melakukan sosialisasi masif hingga ke tingkat desa melalui pemasangan papan informasi dan edukasi langsung, yang menegaskan bahwa setiap temuan fosil wajib dilaporkan ke pemerintah setempat dengan jaminan perlindungan hukum serta pemberian penghargaan bagi penemunya
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